PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Telp. (0342) 801201 Kanigoro

BLITAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 188/ 2¢ /409.1.2/KPTS.SEKDA /2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN PEREN CANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

Menimbang

Mengingat

a.

1=

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Blitar
Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar dan untuk meningkatkan
kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar, maka Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Blitar Nomor
188/6/409.1.2/KPTS.SEKDA/2022 tentang Standar
Operasional Prosedur Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar perlu dicabut dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Bagian
Perencanaan dan  Keuangan  Sekretariat Daerah

Kabupaten Blitar;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
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Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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11.
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17.

Menetapkan :
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar;

Peraturan Bupati Blitar Nomor 150 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Dengan Keputusan Sekretaris Daerah ditetapkan Standar

Operasional Prosedur Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
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: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU terdiri atas:

a.

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah;

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana (Renja)
Sekretariat Daerah;

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah;

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJiP) Sekretariat Daerah;

Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja
Sekretariat Daerah;

Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah;

Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi
Kinerja secara Periodik; dan

Standar Operasional Prosedur Permintaan Pembayaran SPJ
(SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan

Lampiran VIII Keputusan ini.

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU memiliki manfaat sebagai berikut:

a.

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab pelaksana pengadaan dan organisasi secara

keseluruhan;

. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan

d. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam

penyusunan standar pelayanan, sekaligus memberikan

informasi bagi kinerja pelayanan.

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Sekretaris

Daerah Kabupaten Blitar Nomor
188/6/409.1.2/KPTS.SEKDA /2022 tentang Standar

Operasional Prosedur Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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KELIMA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 24 Varet 2023

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Bupati Blitar (sebagai laporan); dan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Blitar.




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 188/ 20 /409.1.2/KPTS.SEKDA/2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

Nomor SOP 01/S0OP/409.1.10/2023
Tgl. Pembuatan Maret 2023
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh
KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Nama SOP Penyusunan Rencana  Strategis
(Renstra) Sekretariat Daerah
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait

2.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

dengan Penyusunan Renstra;
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan merencanakan

program dan kegiatan Sekretariat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun kedepan.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

1. Komputer;
2. Printer; dan
3. Kertas.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah tidak
sesuai SOP maka akan mempengaruhi pelaksanaan
kegiatan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun kedepan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 188/ op  /409.1.2/KPTS.SEKDA/2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

Nomor SOP 02/S0P/409.1.10/2023
Tgl. Pembuatan Maret 2023
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH
16
i f
olf
KABUPATEN BLITAR o
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Sekretariat Daerah
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan Penyusunan Renja;

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan merencanakan
program dan kegiatan Sekretariat Daerah dalam 1 (satu)
tahun.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Sekretariat

1. Komputer;
2. Printer; dan
3. Kertas.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika Penyusunan Renja Setda tidak sesuai SOP maka
akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Setda
dalam 1 (satu} tahun

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 188/ 20  /409.1.2/KPTS.SEKDA/2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

KABUPATEN BLITAR

Nomor SOP 03/SOP/409.1.2/2023
Tgl. Pembuatan Maret 2023
Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh

... SEKRETARIS DAERAH
KASH

ABUPATEN BLITAR

W\,

AN
i, AR Y

s

'/

\ ZUL MAROM, M.Sc
SEKRETARIAT DAERAH \.\ P rar rﬁhzﬁa Utama Madya
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SN 19650603 199002 1 002
Nama SOP Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan  Anggaran (DPA)
Sekretariat Daerah
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang | 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait

2.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis
Keuangan Daerah;

Pengelolaan

. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

dengan Penyusunan RKA dan RKA-P;
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan merencanakan
program dan kegiatan Sekretariat dalam 1 (satu) tahun.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

1. Komputer;
2. Printer; dan
3. Kertas.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika Penyusunan DPA

Sekretariat Daerah tidak

sesuai SOP maka akan mempengaruhi pelaksanaan
kegiatan Sekretariat Daerah dalam 1 (satu) tahun

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 188/ oQ  /409.1.2/KPTS.SEKDA/2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP 04/S0OP/409.1.10/2023
Tgl. Pembuatan Maret 2023
Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh

Y

e Jerfibina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

Nama SOP Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJiP)
Sekretariat Daerah
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja;

3. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;

2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kerja
Instansi Pemerintah;

3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan
kinerja.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Laporan Kinerja Kabupaten

1. Komputer;
2. Printer; dan
3. Kertas.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LKJiP
tidak maksimal dan tidak tercapai kinerja sesuai
target yang ditetapkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




ISTAQI UBNNNB[Ip
yNIUN BUBOUAISJ JOJBUIPIOOY qng
eped uBNIBqUIINIP €PIAS (1)
yejuLewe Isuejsu] eloury ueloder]
uswnsjo( esew JVALL ISTPuoy ByIp Bp1as (dIrsi)
YBJULIUWdd ©p1es (dIrs)
ues{yesip ynjun ders epRg (dI1037) ISUeISU] YBjuLIdWd o - BpRS (dIrT)
yejuLowad Isuejsu] elroury ueroder] elroury uesode] | jrudw suelsu] Bliouny AR L~ A yejunowad Isuejsu]  elouryg
uWNO(] BYBW Y AJ ISIPUOI BIIL 1S3][2J0 [ISBH 0z1 uetode] BlR(Q ) uesode] uswins{o( ISYII0SUSN | O
!
ep1as (dIrT)
Bp1ag (dIrsIT) Yyejunured
Jejurowad Isuelsu] S ep1as (dIry1)
isueisuj | yiuowr | elioury uetoder] yejunowed Isuejsu]  eloury
elroury ueioder] 0zt eIRep jeid - uerode] unsnAuour/jenquidN | S
ep1es (dIri)
yejuneued segdny Bp1ag (dIr1)
suejsy] elioury] | oW uerdequiad yejuLowdd Isueisu]  elroury
ueioder] BlED JRI(] 0¢ uelele) 3 ueiode] ueyeq UBNUBIAUSN | +
ep1as [di1r3) Bp1ag (dIr31) yejuLouad
Yeunamd Isuelsuj elioury uesoder|
ISuelsu] uawInod ueunsnAuad
elrouny] ueiode] ueyeq uesndwnduaw ynjun
el19y ey segny uergequad | Jiusw ueunsnAuad ueiode[od UEBp UBBUBIUAIY]
(e8n) ¢ redwres eyep uendwnguad uelele) 0¢ ueyeq ‘rsisodsiqq wi], uesyeIedusaN | €
Bp1as (dIrIT)
yejunowad Isueisu]  elsury
U ueiode] ueyeq uesderiuswn
s1sodsi( 0¢ sisodsig b J[NJUN BUBOUAIY] UBHSESNUIW | T
eplag (dIrsT)
UBJULIDW ISueisu] elroury]
oW { ) wesode] uswndo(] uUnNsnAUIW
s1sodsi(q GT s1sodsiq ssmun Seqey  UeSESNUIN | 1
ueioderad
uedeydusjrog uep ue
3o Hﬂnm..-.n-.o g.ﬂa \ ﬂﬁudkﬂhwkﬂm 'eUBIUIIg el d N“ﬁdvm ﬂ.—vumﬂm ﬂﬁudmwﬂxﬂﬂm.wh N ON
WL
nyjeqg nynpy euesye[ad

HVNEVA LVINVLAYNAS (d1r¥71) HV.LNINAWNAd ISNV.LSNI VOAIENIH NVIOdVT NVNASNANAd ANATSO0Ad TVNOISVITJO AVANV.LS

INI




sisodsiq
“ep1as (diri) BpI3s (dHT) YBIuLawad
YeIuLIaUuId] ﬂUA suejsu]  efroury]  uersodeq
unye) denas jerojxadsu] ‘epeddeg juawr IsuBlsul wLISuSW Uep Bplos WHISuoW
qsestuediQ ueided 93 WHLIQ 0ct elroury ueiode] uep UB{ISB)UWNIOPUIN | 8
1stsodsi(l ep1eg (dIrs)
“ep1as (dIry) UBJULIdWR] BpIas (dHT) YejuLawadg
UBIULIdWR] IsuelIsSuj isuejsu]  efoury  uelode]
isuejsu] | yuow | eloury ueroder] uowIno(] ueduejepuBUIW
elroury uerode] 09 1S3[2103 [ISeH uep UR[UBsa8udN | L
ueizodejad
ndin niye matiugfinelted e BUBOTIIO Seqe epya
3o s e /uejeredsiod | eUBOUIIdJ d e PASS uejeiSoyuereif ON
WL
nyeg mnp euesye[od




LAMPIRAN V
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR

188/ op /409. 1.2/KPTS.SEKDA/2023

TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN

PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KABUPATEN BLITAR
Nomor SOP 05/S0P/409.1.10/2023
Tgl. Pembuatan Maret 2023
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh : K; A ‘BETARIS DAERAH
W RAE
/;{%/» SKADYPATEN BLITAR
o N\
& 2 \\
Ly >3 3 ¥
ol &'
D54

Nama SOP Pengumpulan Data Kinerja
Sekretariat Daerah
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang | 1. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait;
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Memahami Sasaran dan capaian Program;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang | 3. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas;
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi | 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-
2026;

9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

(RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 secara
keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra Sekretariat
Daerah.

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | 1. Komputer;

(RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; 2. Printer; dan
2. Dokumen Renstra Sekretariat Daerah; 3. Kertas.

3. Dokumen Renja Sekretariat Daerah.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pengumpulan data Kinerja akan terkendala jika terjadi
penyimpangan dalam prosedur

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




s1sodsi(q eplag elioury uelode|
‘gpjeg elroury | jruow elroury ueroder ueguejepuBuII
uetode] 09 1S3[210 [ISeH uep UBqUBSaguN | L
ISTAQI U nye[Ip ynjun
BUBOUAIIJ J0OJeuIpiooy] qng eped
uesIrequiay1p eloun] eyep uelodel
uownyo(] exew YVALL ISIPUOY Byl
uexyesip| epias elrouny — s
sniun ders efrour] eyep ueroder uesode] | juow elroury ep1og elioun] ejep
uoWINO(] B3BW VA ISIPUOY BYIP| IS}aJ0y [ISeH | 0TI uetode] BlRQ i ueiode| ISS[QJOSUdIN | 9
Y
eplog elioury | juaur elioury BPIoS BlOUD|
uesode1®lRd | 0T uerode] eied jeid yY elep uelode] jenquidlN | S
ep3og elounyg
uerode] | juour sedny uerdequad ep1ag elourn] ueiode]
ereq reid 0¢€ uelele) Y ueyeq U URIAUSIN | b
vda ‘vid ep1eg elioup ueloder
“ensudy ‘efusy ueyeq ueyndwndusw
segny ‘ADIVS ‘gd ‘dird1 Jynjun uezoderad
BlI10y] uerdequiad | juow | ‘efrouny uerluelrad - uep UBBUBIUII]
ey (eSn) ¢ reduwes ejep uemndunduad uereie) 0¢ “sisodsiq wr], uesjyeIesuolN | ¢
vda ‘v
“ensusy ‘efuay Bp1eS
dDIVS ‘g ‘dir1 eloun uerode] ueyeq
yuow | ‘efzoury uerlueliod 5 uesdelAuawt Fynjun
s1sodsi(q o€ qs1sodsiq BUBOUIISJ JOJBUIPIOOY |
vda ‘vid uernmin denoss eples
‘ensuay ‘efusy eliouryy eyep uelode]
jruauwx ADIVS ‘g ‘dird A v unsnAuauwr ynjun
sisodsi(q (o3 “e(roury uerlueliod Feqey] uessesnuaiN | 1
uexodejad
ndinQ nigem ueduyinopiad e BUROUIIDG Seqey epyas
P
9 Juejeredsiod eeUROUdIg uejerdoyjuerein ON
WLl
njeg ninp euesye[od

HVYAVA LVINV.LINYAS VOIANIN VIVA NVINdINNDNId ANATSOUd TVNOISVAIIO AVANV.LS

INI




unye;j denos

eplog eloun] uwviode]

UNSNAUIW UBP UB[NMLI}

JjTuow 1sisodsi( denos elrours] uesode]
ue[nmrr} uesode] unsnAuaw ynjun 0zt elroury] uelode] UBYISBIUOWN}OPUIN |

uexode[ag
uedeySusjiag uep U
os mdino nEM Juejeredsiog eemeouszeg | o oovoted Aeany °pRes uejerdoyuerein OoN
WL
nyjeg ninp euesye[ad




LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 188/ 2C /409.1.2/KPTS.SEKDA /2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP 06/S0OP/409.1.10/2023
Tgl. Pembuatan Maret 2023
Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh _SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BLITAR

Monitoring dan Evaluasi Rencana

Nama SOP
Strategis (Renstra) Sekretariat
Daerah
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan Penyusunan Renstra;

2. Memiliki kemampuan dalam meneliti, menyusun program
dan kegiatan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun kedepan.

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-
2026

1. Komputer;
2. Printer; dan
3. Kertas.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka tidak akan
diketahui ketidaksesuaian antara Renstra dengan
RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 188/ 20 /409.1.2/KPTS.SEKDA/2023
TENTANG :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA  BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BLITAR

Nomor SOP : 07/SOP/409.1.10/2023

Tgl. Pembuatan | : Maret 2023

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif :

Disahkan oleh : -~.§:E~J_LKRETARIS DAERAH

o
=

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Drs ZU‘L MAROM, M.Sc
™ [ !Pégihfha Utama Madya

"NTPZ 19650603 199002 1 002

Nama SOP : Monitoring dan Evaluasi Kinerja
secara Periodik

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Memahami Peraturan Perundangan yang terkait;
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Memahami Sasaran dan capaian Program;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas;
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 secara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra Sekretariat
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-
2026;

8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

sala el

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | 1. Komputer;
(RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; 2. Printer; dan

2. Dokumen Renstra Sekretariat Daerah; 3. Kertas.

3. Dokumen Renja Sekretariat Daerah.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pengumpulan data Kinerja akan terkendala jika terjadi Disimpan sebagai data elektronik dan manual
penyimpangan dalam prosedur
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LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 188/ o0
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PERENCANAAN

DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP 08/S0OP/409.1.10/2023
Tgl. Pembuatan Maret 2023
Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh e SEKRETARIS DAERAH

/b KA SEAB BUPATEN BLITAR
o < 2\
& A\

£

\\ L fg?ﬁﬁina Utama Madya

Nama SOP Permintaan Pembayaran SPJ (SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Bupati Blitar Nomor 150 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

1. Mengetahui dan memahami dokumen SPP-UP, SPP-GU,

SPP-TU dan SPP-LS;

2. Mempunyai kemampuan dalam mempertanggungjawabkan

kegiatan;

3. Mempunyai kemampuan mengoperasikan aplikasi SIMDA;

4. Mempunyai kemampuan mencetak dokumen SPM.

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

Tahapan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan
Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar

Komputer;
Printer;
Kertas; dan
Kalkulator.

=

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses pencairan
akan berhenti

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

/409.1.2/KPTS.SEKDA/2023

TTTTNIP. 19650603 199002 1 002
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